BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 25‘//2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRAKARSA
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
Merdeka  Belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Implementasi
Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak
yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan
pengembangan  karakter melalui terselenggaranya
pendidikan yang berkeadilan, berkarakter dan berbudaya
dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara;

b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan
Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati;

c. bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat
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II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru,
Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar
Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 460);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian
Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);
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24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Prakarsa Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mempelajari peraturan  perundang-
undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di
dalam Daerah Provinsi maupun di luar daerah Provinsi
dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong;

b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/
Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. mengadakan  rapat-rapat bersama  dalam = rangka
penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
dengan Perangkat Daerah terkait;

d. melakukan koordinasi dan rapat tim dalam rangka
pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan
Peraturan Bupati yang disusun;

e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan
hasil rapat tim;

f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk
memperoleh arahan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas tim.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ®7 gfwmr Ze23

BUPATI TABALONG,

[LANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 93| /2023

TANGGAL
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

No JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah Il
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. |Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua
Kabupaten Tabalong
5. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong
6. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Sekretaris
7. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
8. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Setda Kabupaten Tabalong
9. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Anggota
Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Anggota
Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Anggota
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Anggota
Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
14. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tabalong
15. | Seluruh Kasi dan Jabatan Fungsional pada Bidang Anggota
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
16. | Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong 2 Anggota
(dua) Orang
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 53! /2023

TANGGAL

04 quni 207

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENDIDIKAN PEMBELAJARAN KEAGAMAAN

No JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM

1. | Bupati Tabalong Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab

4. |Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua
Kabupaten Tabalong

5 | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakil Ketua

" | Kabupaten Tabalong

6. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Sekretaris

7. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota

8. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Setda Kabupaten Tabalong

9. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

11. | Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong Anggota

12. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Anggota
Kabupaten Tabalong

13. | Seluruh Camat Se-Kabupaten Tabalong Anggota

14. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Anggota
Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong

15. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Anggota
Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong

16. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Anggota
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

17. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Anggota
Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

18. | Pengawas Pendidikan Agama Islam Anggota

19. | Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah tingkat Anggota
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

20. | Kepala Desa (perwakilan Wilayah Tengah, Wilayah Anggota
Selatan dan Wilayah Utara) Kabupaten Tabalong

21. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota

Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tabalong
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No JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
22. | Seluruh Kasi dan Jabatan Fungsional pada Bidang Anggota
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
23. | Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong 2 Anggota

(dua) Orang
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